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DARI REDAKSI

Penguatan ekomomi di dalam negeri 
yang ditandai dengan tingkat konsumsi 
tinggi, merupakan salah satu kebijakan 
pemerintah untuk menjaga pertum-

buhan ekonomi di atas 6 %.   Di sisi lain, yakni 
mendorong volume ekspor komoditi andalan ke 
berbagai negara-negara tujuan. 

Berkaitan dengan itu, Pimpinan Kementerian 
Perdagangan di tahun 2013 ini menetapkan ac-
tion yang menjadi tolak ukur kinerja sejumlah 
unit Eselon I dibawahnya. Dan tak luput Bap-
pebti, juga kebagian tugas menjaga ritme kebi-
jakan pemerintah. Hal itu ditunjukan dengan 
mengikat Kepala Bappebti dengan enam poin 
kontrak kerja di bidang perdagangan berjangka 
komoditi.

Salah satu poin kontrak kerja Kepala Bappe-
bti kepada Menteri Perdagangan, yakni mening-
katkan volume perdagangan kontrak berjangka 
multilateral menjadi sebesar 30 %.

Mungkinkah? Agaknya, pertanyaan itu cukup 
realistis. Sebab, sepanjang ini komulatif kontrak 
berjangka multilateral dari dua bursa berjangka 
di tanah air- Jakarta Futures Exchange (JFX) dan 
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), 
tidak lebih dari 10 %. Itu pun sebagian besar di-
peroleh dari transaksi di BKDI, yang memang 
sejak berdirinya difokuskan pada kontrak ber-
jangka multilateral. Sedangkan sisanya, didomi-
nasi kontrak berjangka bilateral berbasis sistem 
perdagangan alternatif (SPA). 

Namun, agaknya angin segar datang dari 
para pelaku pasar yang menyatakan kesiapan-
nya mendukung kontrak kerja Kepala Bappebti 
dengan Menteri Perdagangan itu. Hal itu terung-
kap saat Bappebti menyelenggarakan paparan 
kebijakan di bidang perdagangan berjangka ko-
moditi di Bandung, Jabar, 22 Januari 2013. Pada 
sesi diskusi yang menghadirikan petinggi dari 
masing-masing pelaku perdagangan berjangka, 
mengkerucut kesimpulan bahwa pencapaian 
kontrak multilateal sebesar 30 % yakin bisa di-

wujudkan. 
Sekedar gambaran, Direktur JFX, Bihar 

Sakti Wibowo, mengatakan, untuk mencapai 
target 30 % itu pertanyaanya bisa? Melain-
kan, mau atau tidak? Sebab, kata Bihar, posisi 
bursa  hanya sebagai arena yang menyediakan 
berbagai produk. “Persoalannya, perusahaan 
pialang mau atau tidak menawarkan kontrak 
berjangka multilateral. Karena dari beberapa 
kali mengunjungi kantor cabang perusahaan 
pia-lang di daerah, perusahaan pialang ter-
sebut tidak menawarkan kontrak berjangka 
komoditi. Pada hal, di daerah itulah yang me-
nghasilkan komoditi. Jadi, kami pun dari JFX 
akan merumuskan lagi sebuah kebijakan yang 
mengarahkan perusahaan pialang mau me-
ningkatkan kontrak berjangka multilateral.”

Kabar lain yang disajikan Redaksi pada 
edisi ini yakni, kebijakan Kementerian Per-
dagangan yang mendorong pelaku komo-
diti timah untuk menggunakan BKDI sebagai 
acuan harga komoditi timah dan sebagai sa-
lah satu sarana efektif memperoleh komoditi 
timah. Kebijakan itu diwujudkan dengan Per-
mendag No. 78/M-Dag/Per/12/2012, tentang 
ketentuan ekspor timah. Kebijakan ini juga 
menjadi stimulus bagi pelaku bursa untuk 
mendongkrak kontrak berjangka multilateral.  

Seperti diutarakan Kepala Bappebti, Syah-
rul R. Sempurnajaya, Permendag eskpor timah 
bakal menjadi raw model untuk komoditi 
tambang lainnya. Hal ini pun sejalan dengan 
kebijakan pemerintah yang akan melakukan 
pembatasan ekspor komoditi tambang pada 
tahun 2014, dengan harapan pasar di dalam 
negeri semakin kuat dengan hilirisasi industri 
tambang. 

Akhirnya, selain topik perdagangan ber-
jangka komoditi, Redaksi juga menyajikan 
kabar-kabar lainnya bagi pembaca budiman 
yang mencintai media ini. 
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Berita Utama

rivatif Indonesia (BKDI), Kliring Ber-
jangka Indonesia (KBI) dan Identrust 
Security International (ISI), perusahaan 
pialang berjangka, perusahaan pedagang 
berjangka dan asosiasi pialang serta aso-
siasi pedagang berjangka. 

Menurut Sekretaris Bappebti, 
Nizarli, dalam pembukaan acara terse-
but mengatakan, pertemuan ini menjadi 
ajang yang sangat penting dalam menga-
wali kegiatan pada tahun 2013. “Seka-
ligus dalam rangka silaturahmi untuk 
membicarakan perkembangan transaksi 
perdagangan berjangka selama ini dan 
langkah-langkah yang dapat dilakukan 
untuk  meningkatkan transaksi perda-
gangan berjangka di masa mendatang,” 
kata Nizarli.

Sementara itu, Kepala Bappebti, 

Bicara soal kinerja industri 
PBK, Bappebti tentu saja 
tidak bisa menanganinya 
sendirian. Banyak pihak 
terkait yang harus dilibat-

kan. Ada bursa komoditi, lembaga kli-
ring, perusahaan pialang berjangka serta 
pedagang berjangka yang perlu dimaksi-
malkan peran dan fungsinya guna men-
dongkrak kinerja industri PBK di Tanah 
Air.

Karena itulah, Bappebti menyeleng-
garakan Rapat Koordinasi (Rakor) Ke-
bijakan PBK Tahun 2013, di Bandung, 
Selasa (22/01). Rakor tersebut mengha-
dirkan seluruh pihak yang terlibat dalam 
industri ini. Diantaranya, Komisaris  
Utama dan Direksi Jakarta Futures Ex-
change (JFX) serta Bursa Komoditi De-

Mendongkrak kinerja industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di tanah air, Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappbebti) menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan  PBK tahun 2013

Bappebti Genjot 30 % 
Kontrak Multilateral

Syahrul R. Sempurnajaya mengatakan, 
rapat koordinasi ini,  dimaksudkan un-
tuk memberikan pemahaman kepada 
para pelaku usaha tentang komitmen 
Bappebti kepada Menteri Perdagangan, 
Gita Wirjawan. 

“Saat ini Bappebti memiliki kontrak 
kerja terhadap Mendag Gita Wirjawan 
yang harus direalisasikan dalam pro-
gram kerja tahun 2013,” kata Bappebti, 
Syahrul R. Sempurnajaya.

Menurut Syahrul, terdapat 6 poin 
komitmen kerja Kepala Bappebti kepada 
Mendag Gita Wirjawan. 

Poin pertama yang menjadi sorotan 
dalam pertemuan tersebut yakni pe-
ningkatan volume transaksi kontrak 
berjangka multilateral minimal sebesar 
30 % dibandingkan pada tahun 2012.

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya
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Untuk itu, tegas Syahrul, seluruh pi-

hak dengan perannya masing-masing 
dalam tahun 2013 ini bergerak untuk 
dapat meningkatkan target perdagan-
gan multilateral sebesar 30%.  “Bappebti 
sendiri sesuai dengan tugas fungsinya 
akan mendorong dan memfasilitasi  ke-
bijakan yang dapat menciptakan iklim 
perdagangan multilateral yang baik.”

Salah satu upaya meningkatkan kon-
trak berjangka multilateral, kata Syah-
rul, harus dibentuk unit atau commodity 
desk di setiap perusahaan pialang ber-
jangka. “Kebijakan ini sudah disosialisa-
sikan sejak beberapa tahun lalu. Tetapi 
masih banyak perusahaan pialang yang 
belum membentuknya, kalau pun ada 
belum efektif.”

“Kami akan tegas dengan kebijakan 
baru ini. Karena itu, bursa pun harus 
ikut mendorong dan mengedukasi pe-
rusahaan pialang agar dapat meningkat-
kan volume transaksi kontrak berjangka 
multilateral,” ujar Syahrul.

Tiga Pialang 5 %

Upaya Bappebti mendongkrak 
transaksi kontrak berjangka 
multilateral sejak tahun 2009 

sudah ditegaskan dengan kebijakan 
minimum transaksi kontrak berjangka 
multilateral sebesar 5 % dari setiap peru-
sahaan pialang berjangka. Kebijakan itu 
tertuang pada SK Kepala Bappebti No. 
69/Per/Bappebti/2009, tentang pengger-
ak pasar dan kewajiban transaksi kon-
trak berjangka di bursa berjangka.

Sekedar memberi gambaran, Syahrul 
R. Sempurnajaya, pada kesempatan itu 
mengupas kinerja perusahaan pialang 
berjangka terhadap kontrak berjangka 
multilateral. Sebagai berikut, sepanjang 
tahun 2012 hanya ada sebanyak tiga pe-

rusahaan pialang berjangka yang mam-
pu memenuhi kebijakan minimum tran-
saksi kontrak multilateral sebesar 5 %.

Padahal, kata Syahrul, hingga akhir 
tahun 2012 ada sebanyak 62 perusahaan 
pialang berjangka yang aktif beroperasi. 
Dari 62 perusahaan itu, ada sebanyak 60 
perusahaan pialang yang bertransaksi 
kontrak berjangka multilateral. 

“Namun, dari 60 perusahaan pi-
alang itu  hanya tiga perusahaan yang 
mampu memenuhi ketentuan minimal 
5 % kontrak berjangka multilateral. Jadi, 
ada sebanyak 57 perusahaan yang tidak 
memenuhi ketentuan tersebut,” jelasnya. 

Adapun tiga perusahaan pialang 
berjangka yang memenuhi ketentuan 
minimum transaksi multilateral sebe-
sar 5 % yakni, PT Soegee Futures sebe-
sar 119.904 lot, PT Millennium Penata 
Futures sebesar 96.623 lot. Kedua pe-
rusahaan ini merupakan anggota JFX. 
Sedangkan satu perusahaan lainnya 
yakni PT Philips Futures yang meru-
pakan anggota BKDI dengan capaian 
volume transaksi multilateral sebesar 

65.167 lot. 
Kendati demikian, berdasarkan 

data Bappebti,  diketahui kontrak ber-
jangka multilateral sepanjang tahun 
2012 mencapai 1.136.336 lot, mening-
kat sebesar 19,45 % dibandingkan de-
ngan tahun 2011 yang hanya mencapai 
951.328 lot. 

CME versus BKDI

Di bagian lain kontrak kerja 
Kepala Bappebti terhadap 
Menteri Perdagangan yakni, 

penyelesaian makalah posisi yang me-
nentukan roadmap menuju amalgama-
si dua bursa berjangka di tanah air. Ter-
kait itu, Syahrul mengatakan, ”Mendag 
Gita Wirjawan hanya ingin melihat re-
spon dari dua bursa komoditi yang ada 
di Indonesia, yaitu JFX dan BKDI.”

“Pak menteri sangat mengerti dua 
bursa berjangka ini dengan kepemi-
likan yang berbeda. Tujuannnya, agar 
kompetitif kedua bursa tersebut berja-
lan sehat dan membuat mereka bergai-
rah serta menunjukkan performance-
nya. Tapi, amalgamasi bursa tidak akan 
dilakukan untuk tahun ini,” terang  
Syahrul kepada Buletin Kontrak Ber-
jangka.

Kontrak kerja yang ketiga yakni, pe-
nyelesaian makalah posisi yang menen-
tukan roadmap untuk aliansi strategis 
dengan salah satu bursa berjangka du-
nia sebelum akhir Maret 2013. Keem-
pat, tindak lanjut memo kesepakatan 
dengan bursa berjangka internasional 
terkait sebelum akhir tahun 2013. Ren-
cananya, pada Mei 2013 mendatang, 
BKDI  akan melakukan penandatan-
ganan kerjasama dengan Chicago Mer-
cantile Exchange (CME). 

“Kerjasama antara dua bursa ber-
jangka itu antara lain ditujukan untuk 
mengangkat komoditi unggulan Indo-
nesia di pasar internasional,” kata Syah-
rul.

Kontrak kerja yang kelima, lanjut 
Syahrul, yaitu memasukkan produk-
produk baru, seperti komoditi karet, 
kopi dan batubara ke bursa berjangka 
dengan semangat kristalisasi nilai yang 
akan mendukung stabilisasi maupun 
peningkatan nilai ekspor. 

“Dan terakhir, yakni, laporan ming-
guan terkait transaksi bursa berjangka 
dan diseminasi harga ke Mendag dan 
seluruh anggota Eselon I,” tutur Syah-
rul R. Sempurnajaya. 
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Optimisme Bappebti 
dalam mendongkrak 
kinerja industri PBK di  
Indonesia, kembali dite-
gaskan Kepala Bappebti, 

Syahrul R. Sempurnajaya disela-sela 
acara Rapat Koordinasi Kebijakan PBK 
tahun 2013. 

Syahrul mengatakan, dirinya optimis 
transaksi komoditi primer yang sudah 
ditetapkan Bappebti dari 5 % menjadi 
akan 30% akan tercapai. “Untuk men-
capainya, antara lain dengan sentradana 
berjangka, perdagangan fisik komoditi 
dan Bappebti juga akan  fokus untuk 
membimbing perusahaan pialang,” tegas 
Syahrul kepada Buletin Kontrak Ber-
jangka. 

Maka, untuk mencapai peningkatan 
kinerja industri PBK pada tahun 2013, 
Bappebti secara umum telah menetap-
kan 14 rumusan penting untuk meng-
gapai peningkatan kinerja industri PBK 
tahun 2013, yakni sebagai berikut;

1) Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, 
Perusahaan Pialang dan Pedagang Ber-
jangka berkomitmen untuk dapat me-
ningkatkan Kinerja Perdagangan Ber-
jangka, yang pada tahun 2013 ini akan 
berkerja keras dan optimis untuk men-
capai peningkatan transaksi multilateral 

minimal 30 %;
2) Sinkronisasi dan Pemetaan program 
kerja bursa dan lembaga kliring serta 
Perusahaan dan Pedagang Berjangka 
Komoditi dalam mewujudkan integritas 
industri PBK yang baik dan dapat diper-
caya oleh dunia usaha dan masyarakat;
3) Pembentukan komite yang anggot-
anya merupakan perwakilan dari Bursa, 
Kliring, Perusahaan Pialang dan Peda-
gang Berjangka yang memiliki Kompe-
tensi untuk memudahkan dalam men-
capai pemenuhan kewajiban Komitmen 
Kerja Kepala Bappebti kepada Menteri 
Perdagangan; 
4) Pemenuhan kewajiban kecukupan 
persyaratan keuangan baik modal dise-
tor maupun Ekuitas, sekitar 28 perusa-
haan yang belum mencukupi baik modal 
disetor dan Ekuitas;
5) Pemenuhan Penyusunan Pelaporan 
Keuangan sesuai IFRS
6) Adanya kebijakan dari seluruh pimpi-
nan perusahaan pialang dan pedagang 
melaksanakan komitmen tersebut.
7) Fungsi pialang sebagai perpanjangan 
tangan bursa harus mampu dan memi-
liki integritas yang tinggi dalam mem-
bangun industri perdagangan berjangka 
kedepan;
8) Indonesia harus mampu sebagai 
leader sebagai price discovery di negara-

negara asia;
9) Perlunya dukungan stakeholder 
dalam hal ini perusahaan BUMN yang 
bergerak di bidang Perdagangan Ber-
jangka Komoditi agar dapat menjadi 
Hedger di Bursa Berjangka;
10) Dalam mendesain Kontrak Ber-
jangka Baru, Bursa harus bekerja sama 
dengan Pelaku Usaha Komoditi dan 
Pelaku Pergudangan serta kontrak baru 
tersebut harus disosialisasikan kepada 
pelaku usaha sehingga dapat dipahami 
oleh seluruh Pialang maupun marke-
ting sebelum kontrak tersebut dilun-
curkan;
11) Sinergi antara Bursa dengan 
Pemerintah Daerah dalam melakukan 
Sosialisasi ke beberapa sentra komoditi 
di daerah;
12) Peran Asosiasi Pialang dan Peda-
gang Berjangka dirasakan kurang man-
faatnya bagi Anggota Asosiasi tersebut;
13) Infrastruktur sistem transaksi yang 
ada di Bursa harus mampu memfasili-
tasi kebutuhan transaksi seluruh nasa-
bah; 
14) Usulan kebutuhan Pelaku Usaha 
yang diinginkan Pelaku Usaha dalam 
rangka tercapainya target yang telah 
ditetapkan didalam komitmen Kerja 
Kepala Bappebti kepada Mendag pada 
tahun 2013. 

14 Rumusan 
Dongkrak Kinerja PBK
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Indonesia sebagai produsen timah 
terbesar kedua setelah China, se-
layaknya memiliki pasar timah di 
dalam negeri. Produksi timah In-
donesia mencapai 70 % dari ke-

butuhan dunia. China sebagai produsen 
utama timah di dunia tidak melakukan 
ekspor, melainkan produksinya habis 
dikonsumsi dalam negeri. Bahkan, un-
tuk menutupi kekurangan industri Chi-
na harus impor. 

Upaya pemerintah menciptakan 
pasar timah di dalam negeri diwujud-
kan dengan mengeluarkan Peraturan 
Menteri Perdagangan No. 78/M-Dag/
Per/12/2012, tentang ketentuan ekspor 
timah. Peraturan tersebut dirilis pada 
14 Desember 2012, lalu. Sedangkan ber-
lakunya kebijakan tersebut efektif pada 1 
Januari 2013.

“Indonesia sebagai prudusen utama 
komoditi timah seharusnya bisa men-
ciptakan pasar di dalam negeri. Dengan 

Nafas Permendag No. 78/M-Dag/Per/12/2012, tentang ekspor timah, dengan tegas mengatur dan 
melindungi industri timah di tanah air. Mampukah bursa komoditi mewujudkan pasar timah yang 
transparan dan berkeadilan?

Permendag Timah 
Dukung Bursa Komoditi

demikian harga dapat dikontrol, bukan 
malah pasar luar negeri yang menentu-
kan harga jual timah,” jelas Kepala Bap-
pebti, Syahrul R. Sempurnajaya, disela-
sela sosialisasi kebijakan timah di Hotel 
Borobudur, Jakarta, 29 Januari 2013. 
Acara itu diselenggarakan Biro Anali-
sis Bappebti, dengan mengundang para 
pelaku industri timah di tanah air. Den-
gan harapan, bursa komoditi dapat dija-
dikan sebagai acuan harga ekspor timah.

Lebih jauh diutarakan Syahrul, Ke-
menterian Perdagangan akan menja-
dikan perdagangan timah sebagai raw 
model untuk komoditi tambang lainnya. 
”Dengan perdagangan timah melalui 
bursa seperti yang diatur Permendag 
No 78 itu, harga menjadi transparan dan 
kualitas timah sudah sesuai dengan ke-
butuhan pasar internasional.”

“Kami sudah mengusulkan kepada 
Menteri Perdagangan agar pola yang 
sama dilakukan untuk komoditi tam-

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya
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bang lainnya. Dengan demikian, akan 
terkontrol dan dapat ditelusuri dari 
mana asal komoditi tambang tersebut. 
Sehingga semuanya harus transparan, 
karena dengan begitu kita bisa menentu-
kan harga tinggi,” kata Syahrul.

Dalam pikiran saya, tambah Syah-
rul, perdagangan komoditi batubara 
dapat dilakukan seperti komoditi timah. 
“Makanya saya meminta Jakarta Futures 
Exchange serius mengkaji perdagangan 
kontrak berjangka batubara. Sehingga 
Kementerian Perdagangan  dapat men-
dukung dari kebijakannya,” imbuh Syah-
rul R. Sempurnajaya. 

Timah Ilegal

Dirut PT Timah (Persero), Sukris-
no, yang hadir di acara terse-
but dengan tegas mengatakan, 

“kami sangat setuju dan mendukung 
kebijakan pemerintah yang menetapkan 
kebijakan ekspor timah melalui bursa 
berjangka komoditi. Dengan demikian 
asal usul komoditi timah yang diekspor 
jelas diketahui.”

“Kami selaku perusahaan BUMN 
di bidang timah pasti akan mendukung 
semua kebijakan pemerintah. Karena 
itu kami sangat setuju dan mendukung 
keluarnya Permendag No. 78, itu,” jelas 
Sukrisno.

Sejak INATIN dibentuk, PT Ti-
mah sudah mendorong perdagangan 
ekspor timah melalui Bursa Komoditi 
dan Derivatif Indonesia (BKDI). Tetapi 
realitanya, pelaku pasar kurang bermi-
nat bertransaksi melalui BKDI, tambah 
Sukrisno. 

“Jadi menurut saya, BKDI pun perlu 
menampung aspirasi dari semua pelaku 
timah. Sehingga semua pihak merasa 
memiliki INATIN. Kalau ada rasa me-
miliki itu, pasti semua akan bekerja 
dengan senang hati dan INATIN akan 
hidup,” tandas Sukrisno.

Sebab, tegas Sukrisno, masih banyak 
lubang-lubang ekspor timah ilegal. Se-
hingga para pelaku di pasar internasion-
al lebih banyak menampung yang ilegal 
itu, karena harganya miring. Tetapi kalau 
kita semua merasa memiliki INATIN, 
‘lubang-lubang tikus’ itu bisa diberan-
tas,” tegas Sukrisno.

Banyaknya ‘jalur tikus’ yang mem-
bawa timah ilegal ke pasar luar negeri 
membuat pemerintah berpotensi ke-
hilangan royalti ekspor komoditi timah 
per tahunnya sekitar Rp 180 miliar. 
Sebab itu, salah satu solusi menekan 
tingkat kerugian pemerintah dari royalti 
ekspor komoditi timah yakni ekspor ti-
mah harus diperoleh dari transaksi bur-
sa komoditi.

“Ekspor komoditi timah ilegal per-
tahunnya mencapai 1.500 hingga 2.000 
ton . Dengan harga pasar internasional 
yang saat ini berkisar US$ 25.000 per 
ton, pemerintah merugi sekitar Rp 180 
miliar pertahun,” jelas Rudy Irawan, 
Anggota Komite Timah Indonesia.

Lebih jauh diutarakan Rudy Irawan, 
salah satu solusi menekan tingkat peny-
eludupan timah dari wilayah Indonesia 
adalah perdagangan timah diperoleh 
dari transaksi bursa komoditi.

“Selain asal usul timah ekspor terse-
but jelas diketahui, perhitungan royalti 

eskpor timah dengan mudah dilaku-
kan. Harga yang terjadi saat transaksi, 
langsung dikalikan dengan besaran 
royalti yang sudah ditetapkan pemerin-
tah. Jadi dengan demikian semua jelas, 
transparan dan fair,” turut Rudy.

Selama ini kita- Indonesia banyak 
kecolongan dari ekspor timah. Produk-
si timah di Malaysia dan Thailand ti-
dak pernah meningkat, tetapi komoditi 
timah dari dua negara itu di pasar in-
ternasional selalu tinggi, tambah Rudy. 
“Itu artinya, timah ilegal dari Indonesi 
masuk ke dua negara tersebut.”

“Dengan perdagangan timah me-
lalui bursa berjangka, harga timah bisa 
melonjak sesuai dengan harapan semua 
pihak. Sehingga semua bisa diuntung-
kan. Tetapi seperti selama ini, pemer-
intah dirugikan dari sisi royalti, dan 
harga di tingkat smelter rendah,” jelas 
Rudy.

Di isi lain menurut Rudy Irawan, 
dengan perdagangan timah melalui 
bursa komoditi bisa ditekan volume 
produksi. Sehingga harga timah di 
pasar internasional bisa melambung 
tinggi. “Jadi kita tidak terlalu banyak 
eksploitasi tambang timah yang pada 
akhirnya merusak lingkungan.”

“Ekspor timah Indonesia tahun 
2012 lalu, mencapai 80.000 ton. Pada 
hal, kalau kita hanya ekspor sekitar 
30.000 hingga 50.000 ton per tahun, 
harga timah di pasar internasional pas-
ti bisa mencapai US$ 50.000 per ton,” 
tandas Rudy Irawan. 
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Berita Utama

Pemerintah telah memper-
ketat ekspor timah dengan 
keluarnya kebijakan Per-
aturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) Nomor 04/M-

DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan 
Ekspor Timah Batangan. Namun, menu-
rut Direktur Utama PT Timah (Persero), 
Sukrisno, selama ini masih marak ekspor 
timah ilegal dengan produk timah  yang 
asal-usulnya tidak jelas.

Padahal, pemerintah telah menunjuk 
PT Surveyor Indonesia (Persero) dan 
PT Sucofindo (Persero) sebagai badan 
verifikasi terhadap seluruh ketentuan 
yang dipersyaratkan dalam ekspor ti-
mah. “Kalau tidak jelas asal usulnya, ya 
jangan diverifikasi. Kalau tidak diveri-
fikasi maka tidak dapat juga diekspor,” 
kata Sukrisno kepada Buletin Kontrak 
Berjangka disela-sela acara Pertemuan 
Teknis Komoditi Timah, di Hotel Boro-
budur, di Jakarta 29 Januari 2013.

Dalam sesi diskusi Pertemuan Tek-
nis Komoditi Timah, Sukrisno, juga 
mengatakan, hendaknya PT Surveyor 
Indonesia dan PT Sucofindo yang sudah 
diberi kewenangan sebagai badan veri-
fikasi dapat menelusuri asal-usul timah 
dengan jelas, sehingga tidak terjadi Ille-
gal mining. 

“Kalau timah ilegal tidak dapat diek-
spor maka tidak ada juga yang beli, 
maka penambangan liar akan berhenti,” 
katanya.

Lebih lanjut Sukrisno menegaskan, 
“PT Surveyor Indonesia dan PT Suco-
findo harus cepat melakukan tindakan, 
jika ada kesulitan PT Timah akan bantu. 

Mereka tidak bisa, atau tidak berani, saya 
juga tidak tahu. Sebagai tiga perusahaan 
BUMN, mari kita bersama selesaikan 
masalah ini, daripada nanti pak Dahlan 
yang akan menyelesaikan.”

Sukrisno juga mengharapkan, kede-
pannya PT Surveyor Indonesia dan PT 
Sucofindo hendaknya dapat memveri-
fikasi sesuai dengan Permendag No.78. 
“Menelusuri ya,” tegas Sukrisno.

“Permendag No. 78 ini sudah cukup 
bagus, ini akan mengatur bagaimana 
ekspor timah bisa terkendali dan tertib 
administrasi,” kata Sukrisno.

Menurut Sukrisno, dengan pener-
tiban administrasi tersebut, komoditi 
timah yang diekspor dapat terdata. Se-
hingga,  pemerintah akan memiliki data 
akurat, berapa jumlah eksport Indonesia 
di sektor pertambangan dan dapat me-
minimalisasi terjadinya illegal ekspor 
produk pertambangan. 

“Dengan demikian, pemasukan de-
visa untuk negara dari timah akan lebih 

banyak dan timah yang merupakan 
kekayaan negara dapat digunakan un-
tuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Permendag No. 78 merupakan pe-
nyempurnaan dari Permendag No. 
4 tentang Ketentuan Ekspor Timah 
Batangan. Untuk itu, kata Sukrisno, 
sangat penting untuk diimplementasi-
kan di lapangan. 

“Sebaik apapun Permendag itu, ter-
gantung dari implementasi di lapan-
gan,” katanya.

Selama ini, pengaturan ekspor ti-
mah sudah diatur dalam Permendag 
No. 4. Namun, pelaksanaan dilapangan 
masih tidak sesuai dengan aturan. Pas-
alnya, banyak ditemukan komoditi ti-
mah yang asal-usulnya tidak jelas, alias 
produk timah ilegal. 

“Nah, kalau tidak diatur mekanis-
menya, maka nasib Permendag No. 78 
akan seperti Permendag No. 4,” imbuh 
Sukrisno. 

Pasal Pendukung Bursa Timah
Peraturan Menteri Perdagangan No. 78/M-Dag/Per/12/2012, tentang ketentuan 
ekspor timah, antara lain mengatur;

- Pasal 1, Ayat (15); Bursa Timah adalah pasar timah internasional yang meru-
pakan bagian dari  Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). 
- Pasal 11, Ayat (1); timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diper-
dagangkan melalui Bursa Timah. Ayat (2), timah yang diperoleh dari perda-
gangan melalui Bursa Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diekspor oleh ET-Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan 
ayat (2).  
- Pasal 12, Ayat (1); harga rata-rata timah pada Bursa Timah dan atau harga 
rata-rata timah pada bursa timah internasional pada saat timah akan diekspor 
dapat digunakan sebagai dasar perhitungan iuran produksi/royalti.

Verifikasi 
Asal Usul 
Timah Mutlak

Dirut PT Timah, Sukrisno;
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Tahun 2013 sepertinya bakal 
menjadi tahun yang pent-
ing bagi Industri Perda-
gangan Berjangka Komod-
iti (PBK). Pasalnya, Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Ko-
moditi (Bappebti), memiliki komitmen 
untuk mendorong pelaku usaha PBK 
dalam meningkatkan transaksi kontrak 
berjangka multilateral dari minimum 
5 % pada tahun 2009, menjadi 30 % di 
tahun 2013. Hal tersebut, merupakan 
bentuk kontrak kerja Bappebti kepada 
Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan 
yang harus terealisasikan pada tahun ini.

Terkait itu, bagaimana respon dari 
2 bursa komoditi yang ada di Indone-
sia? Direktur Utama Jakarta Futures 
Exchange (JFX), Bihar Sakti Wibowo, 

JFX dan BKDI optimis peningkatkan transaksi kontrak berjangka multilateral sebesar 30 % akan 
tercapai di tahun 2013.

Bursa Siap Tempur 
Kontrak Multilateral

mengatakan, JFX optimis perusahaan 
pialang bisa memenuhi ketentuan dari 
otoritas perdagangan berjangka komo-
diti tersebut.

“Persoalannya adalah kemauan dari 
masing-masing perusahaan pialang ber-
jangka. Karena, harus jujur diakui tidak 
semua perusahaan pialang berjangka 
menawarkan kontrak berjangka multi-
lateral. Terutama di kantor cabang peru-
sahaan pialang yang ada di daerah. Pada 
hal, kalau kita lihat para pelaku komoditi 
itu ada di daerah, baik sebagai pedagang 
komoditi maupun petaninya,” kata Bihar 
dalam acara Rapat Koordinasi Kebijakan 
PBK tahun 2013, di Bandung, Jabar, 22 
Januari lalu. 

Dengan batas minimum 30 % kon-
trak multilateral, kata Bihar, perusahaan 

Dirut JFX, Bihar Sakti Wibowo & Dirut ICDX, Megain Widjaja.
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Berjangka
kembali menggali lebih dalam potensi 
pasar dari sejumlah kontrak berjangka 
yang sudah diperdagangkan di bursa ini. 

BKDI, lanjut Megain, akan lebih 
fokus lagi menggali potensi kontrak 
berjangka komoditi yang sudah diper-
dagangkan di BKDI. “Sebenarnya BKDI 
itu sudah memiliki banyak kontrak ber-
jangka komoditi, namun belum maksi-
mal diperdagangkan para perusahaan 
pialang berjangka.” 

Di sisi lain, kata Megain, BKDI akan 
mengedukasi dan melakukan sosialisasi 
bagi para pelaku pasar, terutama peru-
sahaan pialang berjangka untuk aktif 
menawarkan kontrak berjangka komo-
diti kepada masyarakat. 

“Kami akan memantau terus desk 
commodity yang ada di perusahaan pi-
alang berjangka anggota BKDI. Dan 
semua anggota bursa akan ditraning 
ulang,” jelas Megain.  

Selain itu, tambah Megain, kami pun 
akan mendatangi lagi para pelaku ko-
moditi satu per satu sehingga mereka 
tertarik untuk transaksi di BKDI. “Jadi 
para pelaku komoditi itu pun perlu di-
maintenance. Dan, jujur kami katakan, 
inilah yang tidak dilakukan pada tahun 
2012 lalu.”

Tahun 2013 untuk BKDI merupakan 
sebuah tahun restorasi. “Namun, untuk 
mencapai restorasi tersebut, kami tidak 
bisa berjalan sendiri. Kami pun harus 

pialang tidak bisa main-main. Sebab, 
akan tampak jelas dari total volume 
transaksi. Selain itu, ketentuan mini-
mum 30 %, membuat harga di bursa 
akan aktif dan signifikan terhadap pasar. 
Karena, akan banyak yang mengambil 
posisi harga dan dengan demikian harga 
akan bergerak. 

“Kami siap mendukung kebijakan 
Bappebti itu. Dan, kami akan menyusun 
program edukasi dan sosialisasi kontrak 
berjangka multilateral terhadap perusa-
haan pialang berjangka,” terang Bihar.

Tahun Restorasi

Tak mau kalah dari JFX, Bursa Ko-
moditi dan Derivatif Indonesia 
(BKDI) di tahun 2013 ini juga 

akan lebih fokus mendukung kebijakan 
Bappebti yang menetapkan transaksi 
minimum kontrak multilateral sebesar 
30 %. Hal tersebut diungkapkan oleh 
Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, 
kepada Buletin Berjangka, di ruang ker-
janya pada Januari lalu.

Walaupun, Megain mengakui, “target 
minimum 30 % volume transaksi multi-
lateral itu bukanlah hal yang mudah di-
capai oleh perusahaan pialang berjang-
ka. Tapi, kami pun didorong Bappebti 
untuk meningkatkan volume transaksi 
perusahaan pialang berjangka.”

Apa saja langkah-langkah yang akan 
dilakukan BKDI? Megain mengatakan, 

Transaksi Multilateral 
BKDI & JFX Periode Januari 2013

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), mencatat-
kan volume transaksi mencapai 71 623 lot. Angka tersebut, 
merupakan total volume dari enam kontrak komoditi yang 
diperdagangkan di bursa ini.  

Tencatat, volume transaksi kontrak berjangka emas dalam 
satuan 100 gram/lot dan dalam mata uang rupiah atau GOLD-
GR mencapai 802 lot. Untuk kontrak tunda serah emas 10 troy 
ounce/lot dan dalam mata uang USD atau GOLDUD sebesar 
7.252 lot.

Sementara itu, volume kontrak tunda serah emas 10  troy 
ounce/lot dan dalam mata uang USD, dan dengan kurs rate 
yang sudah ditetapkan (Fixed Rate) USD 1 = IDR 10.000 atau 
GOLDID mencapai 95 lot. Sedangkan kontrak berjangka 
crude palm oil (CPO) 10 metric ton (10,000 kg/Lot) dan dalam 
mata uang Rupiah atau CPOTR mebukukan transaksi 63.383.

Adapun kontrak berjangka RBD palm OLEIN 10 metric 
ton (10,000 kg/Lot) dan dalam mata uang Rupiah atau OLE-
INTR mencapai 91. Dan, kontrak fisik timah 5 metric ton 
(5000 kg/Lot) dan dalam mata uang USD atau INATIN tidak 
ada transaksi alias nol.

didukung oleh semua pihak terkait,” 
pungkas Megain Widjaja.
Jakarta Futures Exchange (JFX), total 
volume transaksi multilateral selama bu-
lan Januari 2013 hanya mencapai 19.580 
lot. Angka tersebut, merupakan total 
volume dari sebelas kontrak komoditi 
yang diperdagangkan di bursa ini. 

Tencatat, volume transaksi kontrak 
berjangka kakao (satuan 5 ton) atau 
CC5 capai 4.442 lot. Sedangkan kontrak 
berjangka emas (satuan I kg) atau GOL 
capai 1.786 lot. Kontrak berjangka emas 
(satuan 100 gr) atau GOL100 sebesar 
3.243 lot, dan kontrak berjangka emas 
(satuan 250 gr) atau GOL250 sebesar 
2.686 lot.

Untuk kontrak gulir emas dalam US$ 
Mini (satuan 10 troy ounce) atau GU1TF 
capai 1.120 lot. Sementara itu, kontrak 
gulir emas dalam US$ fixed rate  (satuan 
100 troy ounce) atau GU1H10 dan kon-
trak gulir emas dalam Rupiah (satuan 
1000 gr) atau KGE tidak ada transaksi 
alias nol.

Lainnya, kontrak gulir emas dalam 
US$ (satuan 100 troy ounce) atau 
KGEUSD capai 647 lot. Adapun kontrak 
gulir indeks emas (satuan Rp 10.000,-/
angka indeks) atau KIE sebesar 2.255 
lot. Kemudian, kontrak berjangka olein 
(satuan 20 ton) atau OLE capai 2.025 lot. 
Dan, kontrak berjangka olein (satuan 10 
ton) atau OLE10 sebesar 1.376. 

Jakarta Futures Exchange (JFX), total volume transaksi mul-
tilateral selama bulan Januari 2013 hanya mencapai 19.580 lot. 
Angka tersebut, merupakan total volume dari sebelas kontrak 
komoditi yang diperdagangkan di bursa ini. 

Tencatat, volume transaksi kontrak berjangka kakao (satuan 
5 ton) atau CC5 capai 4.442 lot. Sedangkan kontrak berjangka 
emas (satuan I kg) atau GOL capai 1.786 lot. Kontrak berjangka 
emas (satuan 100 gr) atau GOL100 sebesar 3.243 lot, dan kon-
trak berjangka emas (satuan 250 gr) atau GOL250 sebesar 2.686 
lot.

Untuk kontrak gulir emas dalam US$ Mini (satuan 10 troy 
ounce) atau GU1TF capai 1.120 lot. Sementara itu, kontrak 
gulir emas dalam US$ fixed rate  (satuan 100 troy ounce) atau 
GU1H10 dan kontrak gulir emas dalam Rupiah (satuan 1000 
gr) atau KGE tidak ada transaksi alias nol.

Lainnya, kontrak gulir emas dalam US$ (satuan 100 troy 
ounce) atau KGEUSD capai 647 lot. Adapun kontrak gulir in-
deks emas (satuan Rp 10.000,-/angka indeks) atau KIE sebesar 
2.255 lot. Kemudian, kontrak berjangka olein (satuan 20 ton) 
atau OLE capai 2.025 lot. Dan, kontrak berjangka olein (satuan 
10 ton) atau OLE10 sebesar 1.376. 
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Eksistensi sistem resi gudang 
(SRG) cukup efektif sebagai 
salah satu alternatif pembia-
yaan dan sarana tunda jual 
bagi petani. Kabar baiknya, 

menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan 
Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, 
banyak pihak terutama petani ataupun 
pelaku usaha sudah sangat menyadari 
nilai strategis yang ditawarkan dalam 
skema SRG. 

“Sehinggga,  instrumen ini dipasti-
kan akan dapat berjalan dengan opti-
mal,” kata Ismadjaja Toengkagie dalam 
wawancara khusus dengan Buletin Ber-
jangka di Jakarta, 22 Januari 2013, lalu. 

Tercatat, sepanjang tahun 2012 pem-
bangunan gudang SRG dengan meng-
gunakan DAK Tahun Anggaran 2012 
sebanyak 14 gudang di 14 kabupaten. 
Adapun secara keseluruhan, pada tahun 

2009 hingga 2012, Bappebti bersama 
Pemerintah Daerah telah melakukan 
pembangunan 80 gudang SRG yang 
tersebar di Aceh, Jawa Barat, Jawa Te-
ngah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Se-
latan, dan Nusa Tenggara Barat. Dan un-
tuk tahun 2013, Bappebti menargetkan 
akan kembali membangun 15 gudang 
baru lainnya yang digunakan untuk 
SRG. 

Pada tahun 2012, Bappebti juga telah 
melakukan kegiatan pemetaan terhadap 
gudang milik swasta. Kegiatan ini di-
maksudkan untuk memperoleh data 
mengenai jumlah gudang yang ada di 
274 kabupaten di 16 provinsi di seluruh 
Indonesia yang dimiliki oleh para pelaku 
usaha/swasta. “Alhasil, terdapat 64 gu-
dang yang dimiliki oleh pelaku usaha 
maupun koperasi yang potensial dapat 

Bappebti akan percepat implementasi SRG di beberapa daerah yang selama ini belum berjalan. Bahkan, 
15 unit gudang  baru siap dibangun.

Bakal Primadona SRG
Rumput Laut & Garam 

Kabag Biro Pasar Fisik & Jasa, 
Ismadjaja Toengkagie
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dah. “Pastinya,SRG akan dapat berja-
lan dengan optimal karena jelas sekali 
keuntungan untuk petani dengan skema 
SRG,,” tandas Ismadjaja  Toengkagie.

SRG Rumput Laut 

Untuk memberikan fasilitas 
pembiayaan dan peningkatan 
efisiensi pemasaran rumput 

laut, Bappebti akan mengimplementasi 
SRG komoditas rumput laut di Sulawesi 
Selatan pada Februari mendatang.

Menurut Ismadjaja Toengkagie, Ko-
perasi Serikat Pekerja Merdeka Indone-
sia (Kospermindo) Makassar yang akan 
menjadi pengelola gudang SRG rumput 
laut telah melakukan Memorandum 
of Understanding (MoU) atau nota ke-
sepakatan dengan PT Pertani (Persero) 
sebagai pendamping Pengelola Gudang.

“Bappebti hanya tinggal menunggu 
kelengkapan dokumen mereka, dan ka-
lau sudah lengkap, pasti langusng disetu-
jui. Sehingga bulan Februari mendatang, 
SRG untuk rumput laut sudah mulai 
berjalan,” ungkap Ismadjaja.

Selama ini, harga jual yang diterima 
oleh nelayan atau pembudidaya rumput 
laut cenderung lebih rendah dari harga 
yang seharusnya. Akibatnya, pendapatan 
yang diterima oleh pembudidaya rum-
put laut masih rendah sehingga tingkat 
kehidupannya dominan kurang baik. 
Untuk itu, penerapan SRG diharapkan 
dapat mengangkat harga jual komiditas 
ini yang terlalu rendah akibat permai-
nan para tengkulak. Tidak hanya itu, 

dimanfaatkan sebagai gudang SRG.” 
Kendati demikian, Ismadjaja Toeng-

kagie mengakui, beberapa gudang SRG 
belum dapat beroperasi sebagaimana 
yang diharapkan. “Untuk itu, kami 
bertekad akan mempercepat implemen-
tasi  gudang SRG  yang sudah dibangun 
namun belum dapat berjalan. Targetnya 
tahun ini sebanyak 85 gudang SRG ha-
rus sudah dapat berjalan,” Kata Ismad-
jaja.

Selain itu, menurut Ismadjaja, pe-
ningkatan volume transaksi SRG men-
jadi salah satu komitmen kerja Bappebti 
di tahun 2013. “Untuk itu, kami akan 
terus mendorong agar instrumen ini 
dapat lebih banyak dimanfaatkan oleh 
Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi 
maupun pedagang sebagai penyimpanan 
komoditi dan penerbitan Resi Gudang,” 
katanya.

Singkat cerita, Ismadjaja optimis,  
implementasi dan optimalisasi SRG akan 
berjalan sesuai yang  diharapkan. Pasal-
nya, melalui skema SRG, komoditi yang 
disimpan di gudang akan diterbitkan 
Resi Gudang-nya untuk  dapat dijadikan 
agunan sepenuhnya tanpa dipersyarat-
kan adanya agunan lainnya. Kemudian,  
pelaku usaha dapat menjaminkan Resi 
Gudang tersebut untuk memperoleh 
modal kerja dan kebutuhan pembiayaan. 

Sehinggga, SRG merupakan salah 
satu alternatif pembiayaan dan sarana 
tunda jual yang efektif bagi petani dalam 
menghadapi panen raya, yang pada saat 
tersebut biasanya harga cenderung ren-

SRG juga dapat memberikan akses per-
modalan bagi nelayan untuk mengem-
bangkan usaha budidayanya.

Sebagai informasi, rumput laut 
merupakan salah satu komoditas unggu-
lan di Propinsi Sulawesi Selatan. Pasal-
nya dari total produksi nasional, sekitar 
33,33 % produksi rumput laut dihasilkan 
dari wilayah ini. Tercatat, produktifitas 
rumput laut di Sulsel setiap tahunnya 
bisa mencapai sekitar 1,5 juta ton de-
ngan luas lahan mencapai 500 hektare.

SRG Garam

Selain SRG rumput laut, Bappebti 
juga menargetkan SRG untuk 
komoditi garam akan dapat di-

implementasikan pada bulan Februari 
2013. “Proses SRG garam hanya tinggal 
menunggu penetapan Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) agar garam 
menjadi salah satu komoditi yang dapat 
di simpan di gudang SRG. Permendag 
itu diperkirakan akan terbit sekitar awal 
Februari,” kata Ismadjaja.

Selanjutnya, terang Ismadjaja, jika 
permendag sudah terbit maka SRG ga-
ram sudah dapat diimplementasikan. 
Terlebih lagi, PT Garam (Persero) selaku 
calon pengelola gudang dan petani ga-
ram sudah sangat menantikan kehadiran 
SRG untuk garam.

Pasalnya, PT Garam kekurangan 
likuiditas untuk membeli garam peta-
ni. Di sisi lain, harga garam konsumsi 
di tingkat petani masih jauh dari harga 
pembelian pemerintah sebesar Rp 750 
perkilogram, yakni berkisar Rp 200 
perkilogram. “Kasihan petani menjual 
garamnya dengan murah sekali, karena 
mereka tidak punya pilihan, terpaksa 
mereka harus jual,” ujarnya.

‘Nah, dengan SRG, petani garam 
akan dapat memperoleh bantuan pem-
biayaan dari perbankan. Selain itu, PT 
Garam pun tidak akan pusing karena 
keterbatasan dana untuk membeli ga-
ram petani. “Untuk sementara, komoditi 
yang lebih dahulu masuk dalam skema 
SRG yaitu garam konsumsi K1 dan K2,” 
terangnya.

Ismadjaja menambahkan, SRG ga-
ram rencananya akan diimplementasi-
kan di tiga kabupaten di Pulau Madura, 
yakni Kab. Sampang, Pamekasan, dan 
Sumenep. “Garam produksi petani 
nantinya menggunakan gudang milik  
PT Garam, yang selaku menjadi Penge-
lola Gudang.” 
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Bappebti menyelenggarakan pemaparan kebijakan di bidang perdagangan berjangka komoditi di tahun 
2013. Salah satu isu pokok yang mendapat sorotan dipertemuan tersebut yakni meningkatkan volume 
transaksi kontrak multilateral mencapai 30 %. Hal itu terkait kontrak kinerja Kepala Bappebti terhadap 
Menteri Perdagangan. Kegiatan ini dihadiri seluruh pengambil keputusan pelaku industri perdagangan 
berjangka komoditi. Bandung, 22 Januari 2013.
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Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, menandatangani Penyempurnaan Pedoman Akuntansi 
Pialang Berjangka, pedoman akuntasi tersebut telah sesuai dengan International Financial Reporting 
Standar (IFRS). Dalam penyempurnaan pedoman akuntasi tersebut Bappebti bekerjasama dengan  
Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta, 28 Desember 2013

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, memberi pengarahan dalam sosialisasi peraturan menteri 
perdagangan tentang ekspor timah. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan 
kementerian perdagangan terhadap bursa komoditi timah sebagai acuan harga ekspor dan sarana 
memperoleh komoditi timah. Jakarta, 28 Januari 2013.
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Aktualita

Meningkatkan  pelay-
anan publik khususnya 
para konsumen, Ke-
menterian Perdagan-
gan (Kemendag) secara 

resmi meluncurkan Sistem Pengawasan 
Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK). 
Menurut Menteri Perdagangan, Gita 
Wirjawan,  SISWAS-PK merupakan 
sistem yang dikembangkan untuk melay-
ani pengaduan konsumen secara online. 

“Sistem ini memiliki jaringan pen-

gaduan di 33 provinsi,” kata Gita Wir-
jawan saat peluncuran SISWAS-PK di 
Jakarta.

Pengembangan SISWAS-PK, kata 
Gita, menjadi akses sarana konsumen 
menyalurkan pendapat dan keluhannya 
terhadap barang dan atau jasa yang tidak 
sesuai dengan yang dijanjikan pelaku 
usaha.

Bagaimana dengan teknisnya? Gita 
mengatakan,  sistem tersebut dapat diak-
ses langsung oleh konsumen melalui 

jaringan Internet pada alamat http://
siswaspk.kemendag.go.id.

Lebih lanjut, Gita mengatakan, seb-
agai suatu sistem, SISWAS-PK terinte-
grasi secara nasional untuk mencatat 
pengaduan konsumen, laporan kasus 
dan keluhan konsumen dari seluruh In-
donesia, yang kemudian dikelompokkan 
berdasarkan jenis pengaduan dengan 
menggunakan teknologi informasi se-
cara online. 

SISWAS-PK  Pusat Pengaduan Konsumen

Guna menciptakan harga 
global komoditi karet yang 
stabil dan berkualitas, In-
ternational Tripartite Rub-
ber Council (ITRC), yang 

terdiri dari tiga produsen karet terbesar 
di dunia yaitu Thailand, Indonesia dan 
Malaysia akan segera memulai pemba-
hasan mengenai rencana pembentukan 
bursa karet regional. Dengan kehadiran 
bursa karet regional, ITRC berharap 
dapat lebih mengedalikan suplai dan 
kebutuhan karet dunia. Selain itu, pe-
mantauan atas realisasi ekspor karet dari 

setiap negara dapat dilakukan secara 
transparan.

Kepala Bappebti, Syahrul R Sempur-
najaya, menyatakan, optimis pada akhir 
tahun 2013 bursa karet regional dapat 
terealisasi. Walaupun sampai saat ini,  
rencana bursa regional ini masih dalam 
proses. “Kami mengharapkan akhir ta-
hun ini dapat diimplementasikan.” Ren-
canananya pertemuan ketiga negara 
tersebut akan berlangsung di Thailand 
pada Februari 2013.“

“Tim teknis akan bertemu di bulan 
Februari nanti, untuk menyamakan per-

sepsi,” jelas Syagrul. 
Lebih jauh di katakan Syahrul, pelak-

sanaan perdagangan karet secara teknis 
akan dilakukan oleh negara produsen 
karet dengan standar mutu masing-mas-
ing. Namun implementasinya dilakukan 
pada waktu yang bersamaan secara on 
line.

“Sejauh ini, dari negara anggota 
ITRC, Indonesia dan Malaysia yang pal-
ing siap melaksanakan kebijakan ini. Ka-
lau Thailand masih mempertimbangkan 
pasar penjualan fisik,” ungkap Syahrul R 
Sempurnajaya. 

Bursa Regional Karet Optimis Terbentuk 2013

Sistem Resi Gudang (SRG) di 
Kab. Pasaman Barat (Pasbar), 
Prov. Sumatera Barat, resmi 
beroperasi pada Senin 21 jan-
uari 2013 lalu, ditandai terbit-

nya Resi Gudang sebanyak tiga resi dari 
komoditi jagung sebanyak 42 ton. 

Menurut Kepala Biro Pasar Fisik 
dan Jasa, Bappebti, Ismadjaja Toeng-
kagie, pembangunan gudang SRG Pas-
bar merupakan sarana petani untuk 
menyimpan komoditi jagung. Hal ini, 
lantaran komoditi jagung merupakan 
komoditi unggulan dan sudah menjadi 
tanaman andalan masyarakat.

“Tapi, kalau memang ada komoditi 
lain yang memang produksinya cukup 
besar dan komoditinya juga masuk 

dalam komoditi SRG, ya tidak ada ma-
salah gudang tersebut dimanfaatkan. 
Seperti komoditi gabah, kakao atau lain-
nya,” kata Ismadjaja Toengkagie.

Ismadjaja menuturkan, gudang SRG 
Pasbar memiliki daya tampung 1.500 
ton. Selain itu, volume jagung yang ada 
di gudang saat ini, sudah ada 42 ton ja-
gung dan jumlah resi yang diterbitkan 
mencapai 3 resi. 

“Saya sangat optimis SRG di Pasbar 
akan dapat berjalan. Pasalnya, respon 
Pemda Pasbar sangat bagus dan  punya 
komitmen untuk menjalankannya,” kata 
Ismadjaja.

Sebab itu Ismadjaja berharap, peres-
mian gudang SRG Pasbar dapat men-
jadi motivasi untuk dua gudang SRG  di 

Prov Sumbar lainnya, yaitu di Kabupaten 
Solok dan Tanah Datar sehingga dapat 
cepat beroperasi. 

“Untuk gudang SRG di Solok dan 
Tanah Datar, mudah-mudahan dapat 
dioperasikan juga pada tahun ini,” jelas 
Ismadjaja.

Dengan penerapan SRG Pasbar, Is-
madjaja mengatakan, mampu berman-
faat bagi para petani dan kelompok tani. 
Diantaranya, dapat memperkecil fluktu-
asi harga dan petani mempunyai kesem-
patan untuk mendapatkan pembiayaan 
atau kredit dari perbankan, karena resi 
gudang dapat dijadikan sebagai jaminan 
atau agunan kredit. 

SRG Pasbar Beroperasi, 
Solok dan Tanah Datar Menyusul
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Aktualita

Legalnya layanan mini account 
atau kontrak mini di Indone-
sia, menurut Kepala Bappebti, 
Syahrul R. Sampurnajaya, 
memiliki dua tujuan penting. 

Pertama, kontrak mini  tersebut meng-
gunakan sistem elektronik on-line. Se-
hingga, dalam melakukan transaksi kon-
trak mini tersebut tidak membutuhkan 
lagi perantara tenaga marketing. 

“Artinya, investor yang melakukan 
proses sell-buy. Sebab itu investornya 
pun harus sudah mendalami kontrak 

yang ditawarkan,” katanya. 
Karena tidak membutuhkan tenaga 

marketing, maka transaksi dilakukan  
dengan online. Dengan demikian leb-
ih efektif dan transparan, sedangkan 
dengan marketing menyebabkan ban-
yaknya penipuan, jelas Syahrul.

Kedua, mini account dapat menjadi 
infrastruktur yang aman dan legal un-
tuk para investor. “Selama ini broker as-
ing yang tidak memiliki izin dan tidak 
jelas legalitasnya banyak diminati oleh 
masyarakat, pada hal kalau ada masalah 

tidak ada yang bisa bertanggungjawab. 
Oleh karena itu, kita buatkan infra-
struktur yang sama di dalam negeri,” 
terang Syahrul.

Saat ini, tambah Syahrul, layanan 
kontrak mini masih dalam tahap perco-
baan- pilot projek selama 6 bulan hing-
ga satu tahun ke depan. “Kalau nanti 
perusahaan pialang yang menawarkan 
itu tidak mampu menjaga integritas-
nya, akan kita evaluasi. Bila perlu izin 
kontrak mini- nya kita cabut.”

“Sebenarnya kontrak mini pernah 
diterapkan, tapi memang tidak dengan 
sistem online, jadi modelnya seperti to-
gel. Nah, saat itu Bappebti pernah me-
narik kembali ijin akun mini atau lot 
kecil tersebut,” katanya.

Jadi, kata Syahrul, skema Sistem 
Perdagangan Alternatif (SPA) terha-
dap kontrak-kontrak dengan lot size 
yang kecil (kontrak mini) yang saat ini 
diluncurkan berbeda dengan layanan 
terdahulu. ”Perbedaannya terletak pada 
sistem elektronik on-line nya. Dan, 
kontrak mini ini tidak mengganggu 
kontrak multilateral,” tegas Syahrul R. 
Sampurnajaya. 

Konmin Meredam Broker Ilegal 

Bank Indonesia menerbitkan 
Surat Edaran tentang Pedo-
man Standar Penerapan Pro-
gram Anti Pencucian Uang 
dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme (APU dan PPT) bagi Peny-
elenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain 
Bank. SE bernomor 14/38/DASP tanggal 
28 Desember 2012, itu, merupakan per-
aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 ten-

tang Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 
Selain Bank.

Penyelenggara jasa sistem pem-
bayaran selain bank dalam penerapan 
Program APU dan PPT, wajib memiliki 
kebijakan dan prosedur tertulis.  Prose-
dur itu paling tidak mencakup pelaksa-
naan “customer due diligence” (CDD) 
dan “enhanced due diligence” (EDD), 
yang terdiri dari permintaan informasi 
dan dokumen, verifikasi dokumen, dan 
pemantauan transaksi.

Kebijakan dan prosedur tertulis lain 
mencakup penatausahaan dolumen, 
penetapan profil pengguna jasa dan 
pengkinian informasi pengguna jasa, 
penolakan dan penghentian hubungan 
usaha, kebijakan dan prosedur transfer 
dana, dan pelaporan kepada Pusat Pel-
aporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK).

Dalam hal penyelenggara jasa sistem 
pembayaran selain bank berhubungan 
dengan pengguna jasa yang tergolong 
berisiko tinggi terhadap kemungkinan 
pencucian uang dan pendanaan ter-
orisme, penyelenggara tersebut wajib 
melakukan prosedur CDD yang lebih 
mendalam yang disebut dengan “en-
hanced due diligence” (EDD).

Penyelenggara wajib menatausa-
hakan dokumen dengan baik sebagai 
upaya untuk membantu pihak yang ber-
wenang dalam melakukan penelusuran 
terhadap dana-dana yang diindikasikan 
berasal dari hasil tindak pidana.

Penyelenggara wajib memiliki fungsi 
pengendalian internal yang efektif yang 
dilakukan dengan penetapan kebijakan 
direksi, yang dapat memastikan bahwa 
pelaksanaan Program APU dan PPT 
telah sesuai dengan kebijakan dan prose-
dur yang ditetapkan. 

PT Pegadaian Rambah Bisnis SRG
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Analisa

Asosiasi Rumput Laut Indone-
sia (ARLI) berupaya membina 
para petani untuk menghasil-
kan rumput laut berkualitas 

tinggi sehingga memilik daya saing di 
pasar luar negeri. Ketau ARLI, Safari 
Azis, mengatakan, rumput laut saat ini 
sudah merupakan komoditi yang memi-
liki pasar luas di mancanagera. Karena 
itu harga akan tergantung dengan suplay 
and demand. “Kami sangat berkeinginan 
para petani rumput laut bisa menghasil-
kan kualitas ekspor. Saat ini harga di luar 
negeri berkisar Rp 10.000 per kg.”

“Harga di luar negeri tidak pernah 
statis, tetapi naik turun. Karena itu, pet-
ani pun harus dibina sehingga tidak me-
lulu mengetahui cara bertani tetapi juga 
cara berbisnis rumput laut yang benar,” 
kata Safari. 

Sebab, tambahnya, ada petani yang 
hanya konsentrasi berproduksi saja dan 
menjual dengan harga berapa saja pun 
mau. “Jadi prinsip penyuluhan akan bisa 
mengubah perilaku petani, terutama un-
tuk pengembangan bisnis dan usaha rum-
put laut.”  

“Di sisi lain, ARLI juga berusaha meya-
kinkan pemerintah untuk tidak menerbit-
kan berbagai peraturan yang tidak ber-
pihak kepada industri dalam negeri dan 
petani. Karena kalau ada pembatasan atau 
pelarangan ekspor, petani tidak bisa jual 
kepada pengumpul eksportir. Hasil panen 
menumpuk, mau dikemanakan? Sebab 
itu kita minta kepada pemerintah untuk 
mendorong industri pengolahan rumput 
laut di dalam negeri, sehingga pasar petani 
terbuka luas,” jelas Safari. 

Namun diakui Safari, program hiliri-

sasi rumput laut masih terbentur dengan 
minimnya konsumsi dalam negeri. Selain 
itu, teknologi pengolahan rumput laut be-
lum maksimal untuk industri dalam neg-
eri. Sebagai perbandingan, China sudah 
berhasil mengolah rumput laut menjadi 
karagenan. “Kita masih perlu menyusun 
blue print untuk program pengembangan 
rumput laut nasional,” imbuh Safari Azis. 

Petani Rumput Laut Nantikan Industri Hilir

Indonesia enggan mengikuti lang-
kah pemerintah Malaysia dalam 
penurunan bea ekspor minyak ke-
lapa sawit mentah (CPO) sebesar 0 

% mulai Februari 2013. Sementara, bea 
ekspor CPO Indonesia masih 7 %. Bea 
masuk yang lebih tinggi itu membuat 
sawit Indonesia menjadi lebih mahal har-
ganya ketimbang Malaysia. Kondisi ini 
tentu saja akan membuat pembeli men-
cari harga sawit yang lebih murah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Ke-
mendag, Bachrul Chairi, mengakui hing-
ga kini Indonesia masih mengenakan 

bea ekspor CPO lebih besar dibandingkan 
Malaysia. “Pemerintah Indonesia belum 
menurunkan bea keluar CPO meski Ma-
laysia sudah menurunkannya,” ujar Bach-
rul Chairi.

 Dia menyatakan alasan Indonesia 
masih mengenakan bea keluar karena 
pemerintah ingin membangun industri 
hilir CPO. Selama ini Indonesia lebih ban-
yak mengekspor CPO mentah ketimbang 
memprosesnya terlebih dulu di dalam 
negeri. Pada Januari 2013 ini, Indonesia 
masih mengenakan bea keluar CPO sebe-
sar 7,5 %. 

BK Genjot Hilirisiasi CPO

juta ton. Kita terus memikirkan, supaya 
ada penyerapan garam rakyat untuk in-
dustri,” Direktur Pemberdayaan Masyara-
kat Pesisir dan Pengembangan Usaha 
KKP, Ansori Zawawi.

Menurut Ansori, metode dan teknolo-
gi sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. 
Tetapi kalau hal tersebut tidak didukung 
oleh lahan pertanian yang cukup, target 
sulit tercapai. Selama ini, petani men-
jemur garam-garam selama 3 – 4 hari. 
Setelah itu, petani langsung mengangkat 
garam-garamnya. “Kami ingin agar peng-

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) akan terus 
menggenjot produksi garam 
industri hingga bisa menca-

pai target 1,8 juta ton pada tahun 2013. 
Ada tiga hal yang sangat signifikan seb-
agai penentu pencapaian produksi, yaitu 
cuaca, teknologi, dan lahan pertanian 
garam. Tahun 2012 lalu, secara umum 
cuaca sangat mendukung untuk produksi 
garam. Sehingga produksi garam rakyat 
mendekati target yang dicanangkan.

“Tahun lalu, produksinya sekitar 1,5 

garaman di bawah terik matahari lebih 
lama, yaitu sekitar 15 hari. Bahkan untuk 
penggaraman selama satu bulan, hasilnya 
lebih baik untuk garam industri.”

Namun Ansori, produksi garam bisa 
meningkat dengan ekstensifikasi lahan 
garam di beberapa daerah serta petani 
menggunakan metode meningkatkan ka-
dar NaCl (natrium chloride) sampai 97 %.

 “Selama 30 tahun, kita belum per-
nah ekspor garam. Tapi mulai tahun ini, 
kita sudah over production, berarti bisa 
ekspor,” kata Ansori Zawawi. 

KKP Optimis 2013 Over Produksi Garam Industri
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Trading Ministry has set Indone-
sian Commodity and Derivative 
Exchange as the reference of do-
mestic tin export price. The set-

ting of ICDE is stated on Trading Minis-
try Policy No. 78/M-Dag/Per/12/2012 in 
regards tin export policy. The policy was 
published on the 14th of December 2012 
and the effective application on the 1st of 
January 2013.

According to that policy, stated on 
clause 1 paragraph 15 : Tin Exchange is 
International Tin market that is part of 
Indonesian Commodity and Derivative 

Futures Broker Accountancy 
Guidance (FBAG) is an impor-
tant factor that needs to be con-
sidered by futures broker as guid-

ance to make accurate, transparent and 
structured financial report as per Mon-
etary Accountancy Standard (MAS)

In regards to this, Coftra as the high-
est authority of local futures trading has 
completed FBAG that has officially estab-
lished at the Establishment and Imple-
mentation of FBAG completion event 
on Friday 14th of December 2012 at Or-
chardz Hotel, Jakarta.

“With the completion of FBAG and 
the establishment of decree today, there-

Exchange.
Moreover it is stated on that regulation 

that the calculation on production contri-
bution or royalty is based on average price 
at ICDE and International Tin Exchange. 
This point is stated on Clause 12 Paragraph 
1 ; The average price of tin on tin exchange 
and/or average price of tin at international 
tin exchange by the time of exporting can 
be used as base calculation of production 
contribution or royalty.

While on Paragraph 1 stated; when 
there is a significant difference between 
average price of tin on tin exchange with 

fore futures brokers obligates to set the 
monetary report base on the completed 
FBAG,” Coftra chief Syahrul R. Sempurna-
jaya emphasized.

FBAG that has been completed to fit 
that Monetary Accountancy Standard 
(MAS) is based on the convergence of In-
ternational Financial Reporting Standard 
(IFRS), Syahrul added.

The completion of FBAG is a work re-
sult between Coftra and Indonesian Ac-
countant Leaugue (IAL), futures exchange 
and futures clearing institute for more or 
less 2 months.

According to Syahrul, the use of FBAG 
that has been adapted with MAS will be an 

Cocoa BK, foreign cocoa industry has en-
tered Indonesian market. Therefore, cocoa 
should be one of the commodities that in-
cluded on WRS. Besides that we also need 
physical auction market for cocoa so it can 
shorten domestic cocoa marketing,” Piter 
Jasman explained.

We will support every government’s 
program, Piter added. “ If needed, govern-
ment can require all investors to get cocoa 
bean from auction market transaction and 
WRS.”

“Before the Cocoa BK, 70% of cocoa 
bean was exported. But with the BK policy 
the opposite thing happened, 70% of co-
coa bean is treated locally. Therefore this 
policy is quite good for the development 
of domestic cocoa industry. And with the 

Referring to the rapid growth of 
National cacao downstream 
industry in the last two years, 
therefore WRS is hoped to be an 

active instrument for cocoa commodity. 
Aside the use to guarantee industry needs 
as per standard, it is also increase the 
farmer performance for cocoa product. 
Therefore, if the farmer can nto increase 
the product, it is predicted that in 2014 In-
donesian Cocoa downstream industry will 
import the cocoa bean.

It is one of the topic that was said by 
Indonesian Cocoa Industry Association 
Chief, Piter Jasman to Buletin Kontrak 
Berjangka recently in one occasion.

”We can see that since government 
policy implemented export charge for 

average price of tin on international tin 
exchange as mentioned on paragraph (1),  
the tin price establishment will be based 
on the highest average from those 2 (two) 
tin price source.

As notes, ICDE traded tin commod-
ity on the 15th of December 2011. At 
that time tin price at global market has 
dropped to the lowest position. The opera-
tion of tin trading at ICDE is supported by 
PT Timah (PTY) and Indonesian Tin As-
sociation. 

international monetary report standard. 
Therefore, futures broker can met one of 
the requirements for a company to go pub-
lic or to be able to do public offering.

It is an activity that is done by a com-
pany to collect fund from public investor 
by selling share and debenture. “Another 
advantage is that futures broker can be a 
listed company in capital market.”

“With the completion of FBAG, it is 
expected that market investors activity 
can be more developed and can increase 
national economy and also can give advan-
tages for all aspects in the future,” Syahrul 
R. Sempurnajaya said. 

existence of BK it can grow cocoa plant in-
side the country,” Piter explained.

Moreover Piter said that Cocoa SNI 
needs to be implemented. Until today In-
donesia is the only cocoa producer around 
the world that has not established cocoa 
SNI. 

“Therefore we are from AIKI asso-
ciation always suggests all farmers to do 
longer cocoa fermentation. Wait until the 
time is good to sell it. Usually fermentation 
period is 5 to 6 days, but because the farm-
er needs money they only fermented for 
3 days. It can make the fermented cocoa 
price low and the quality is not too good,” 
said the founder of Bumi Tangerang Co-
coa Pty Ltd.  

The Trading Ministry has set ICDE as tin exporter’s referral 

FBAG regulates Futures Brokers

WRS is important for Cocoa downstream industry
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Pada bulan Januari 2013, terdapat 4 resi yang di-
berikan pembiayaan oleh Bank BRI cabang Pasa-
man Barat dan Bank Jateng cabang Jepara dengan 
total nilai pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 
129.037.000. Sedangkan 1 resi yang diterbitkan di 

Kab. Deli Serdang belum dimanfaatkan pemiliknya (PT Gu-
nung Lintong) untuk memperoleh pembiayaan karena Kab. 
Deli Serdang baru saja mengimplementasikan Resi Gudang 
pada Januari 2013, sehingga lembaga perbankan yang ada di 
Sumatera Utara masih dalam penyiapan implementasi Sistem 
Informasi Resi Gudang (IS-WARE). Direncanakan pada awal 
Februari 2013 pembiayaan sudah dapat dilakukan.

Seperti tampak pada Tabel Pembiayaan Resi Gudang Bu-
lan Januari 2013, pada bulan Januari total pembiayaan yang 

diberikan oleh lembaga keuangan (Bank BRI dan Bank Jateng) 
adalah sebesar  Rp. 129.037.000 yang diberikan melalui Skema 
Subsidi Resi Gudang kepada Kelompok Tani, Gapoktan dan 
Koperasi.

Resi Gudang dalam SRG memiliki masa aktif rata-rata 
kurang lebih 4 bulan. Oleh karena itu, dengan adanya pener-
bitan Resi Gudang pada masa akhir tahun 2012 di daerah In-
dramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Mojokerto, Jombang, 
Cianjur, Ngawi, Sumedang, Ciamis, Lombok Barat, Tuban, 
Barito Kuala maka pada periode Januari 2013 masih terdapat 
108 resi gudang aktif (barang masih disimpan di gudang SRG) 
untuk komoditi Gabah, Beras, Jagung dan Kopi dengan total 
volume sebesar 4.128,3 ton. 
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PEMBIAYAAN RESI GUDANG 
BULAN JANUARI 2013



Info SRG
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KETERSEDIAAN STOK KOMODITI DALAM GUDANG SRG
BULAN JANUARI 2013



Gudang

Gudang Warungkondang 
merupakan satu-satunya 
gudang di kabupaten 
Cianjur yang meng-
gunakan skema sistem 

resi gudang (SRG). Secara geografis, le-
taknya sangat strategis karena berada di 
pusat pertanian kabupaten yang menjadi 
sentra penghasil beras  pandan wangi 
ini. 

Gudang SRG ini di bangun pada ta-
hun 2009. Kemudian, penerapan skema 
SRG mulai dilakukan pada tahun 2011. 
Untuk diingat, Gudang Warungkon-
dang telah menyabet SRG Award pada 
September 2012 lalu. Penghargaan yang 
diberikan oleh Badan Pengawas Perda-
gangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 
Kementerian Perdagangan ini, menun-
jukkan sistem pengelolaan SRG Cianjur 
dapat berjalan baik dan kinerjanya patut 
diberikan apresiasi.

Menurut Kepala Bidang Perdagan-
gan dan Perindustrian Cianjur, Judi Adi 
Nugroho, hal  tersebut  tidak lepas dari 
kerja keras Pemkab Cianjur yang terus 

Gudang SRG Warungkondang memposisikan dirinya sebagai cadangan pangan di Kabupaten Cianjur

Denyut SRG Cianjur
membenahi dan mensosialisasikan SRG 
kepada Masyarakat. Sosialisasi  SRG itu 
dilakukan secara periodik dan persuasif 
kepada petani, kelompok tani ataupun  
gabungan  kelompok tani.

“Dengan demikian, penerapan SRG 
di Gudang Warungkondang diharapkan 
dapat menjadi  gudang cadangan pangan 
di Kabupaten Cianjur selain Depot Lo-
gistik (Dolog),” kata Judi Adi Nugroho 
kepada Buletin Kontrak Berjangka, 
Januari lalu.

Selain itu, kata Judi, upaya sosialisasi 
rupanya cukup berbuah hasil. Pasalnya, 
keberadaan SRG Cianjur  sebagai salah 
satu instrumen pembiayaan melalui me-
kanisme tunda jual semakin menarik 
minat masyarakat setempat. “Saat ini, 
sudah ada 4 gapoktan yang berperan 
aktif dalam SRG. Dan volume transaksi 
SRG kian meningkat.” 

Bahkan, lanjut Judi, Gudang Wa-
rungkondang selalu penuh dengan tum-
pukan karung gabah milik petani yang 
menyimpan hasil panennya. “Gencarnya 
sosialisasi membuat  masyarakat justru 

Mendag, Gita Wirjawan, didampingi Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya 
Wardhana, saat mengunjungi Gudang SRG Warungkondang. 6 Juli 2012. 

Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian 
Cianjur, Judi Adi Nugroho
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Gudang

melakukan kunjungan kerja ke Cianjur, 
Juli tahun lalu, mengungkapkan, beras 
Pandan Wangi dikenal sebagai produk 
unggulan khas Cianjur sekaligus produk 
kebanggaan nasional.

Nah, saat itu, Gita mengatakan, 
peranan SRG menjadi salah satu 
instrumen penting dan bermanfaat bagi 
petani Cianjur untuk meningkatkan 
produksi beras Pandan Wangi. “SRG 
bermanfaat bagi petani sebagai upaya 
mendapatkan harga terbaik dengan 
menahan penjualan produk pada 
saat musim panen raya karena harga 
yang cenderung rendah,” kata Gita 
saat berkunjung ke gudang SRG 
Warungkondang.

Dengan demikian, lanjut Gita, lam-
bat laun petani tidak hanya sebagai pet-
ani produsen, tetapi petani bisnis yang 

dapat memprediksi kapan harus mena-
han atau menjual hasil produksinya den-
gan harga terbaik dan keuntungan yang 
optimal.

“Sebagai gudang SRG, keberadaan 
gudang Warungkondang dapat diman-
faatkan untuk meningkatkan pendapa-
tan masyarakat dan perekonomian dae-
rah. Implementasi tersebut merupakan 
jalinan kerjasama secara sinergis antara 
pemerintah pusat, daerah, dan pihak ter-
kait lainnya,” ujar Gita Wirjawan. 

berlomba untuk menyimpan hasil perta-
niannya. Hal tersebut, membuat gudang 
ini tidak dapat lagi menyimpan gabah 
petani lainnya.”

Hal itu, kata Judi, membuat gudang 
Warungkondang  menjadi over kapasi-
tas. Sehingga, banyak petani yang harus 
masuk daftar tunggu untuk menyimpan 
komoditinya. “Ini menjadi salah satu 
kendala, kami butuh gudang lainnya un-
tuk menampung gabah petani.”

Selain itu, menurut Judi, permasala-
han yang dihadapi Gudang Warungkon-
dang, yaitu, kekurangan unit pengering  
gabah atau mesin dryer pengering gabah 
yang kini hanya ada satu unit. Lainnya, 
pihak pengelola SRG di Cianjur ini juga 
tidak memiliki alat transportasi atau an-
gkutan sebagai sarana pengangkutan ga-
bah petani ke Gudang Warungkondang.  

Ke depan, kata Judi, untuk optimal-
isasi SRG di Cianjur, maka Dinas Perda-
gangan dan Perindustrian Cianjur akan 
memberikan kepercayaan penuh kepa-
da koperasi sebagai pengelola gudang. 
“Sampai saat ini, koperasi masih menjadi 
calon pengelola gudang. Maka itu kami 
berharap harus ada target waktu dari 
Bappebti agar  koperasi calon pengelola 
menjadi pengelola gudang,” ungkap Judi.

SRG Tingkatkan Produksi  
Pandan Wangi

Ingat beras Pandan Wangi, ingat pula 
Cianjur. Hal itu mungkin menjadi 
ungkapan tepat untuk Cianjur yang 

menjadi sentra produksi beras pandan 
wangi. Masih segar diingatan, Menteri 
Perdagangan, Gita Wirjawan saat 

Analisa SRG Cianjur

 Perlunya penambahan gudang di Kabupaten Cianjur
 Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem resi gudang.
 Resi gudang merupakan alternatif pembiayaan.
 Resi gudang merupakan instrumen keuangan dan alat pemasaran bagi petani 

    maupun pelaku usaha . 
 Perlunya koordinasi dan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan 

    daerah, petani, poktan, gapoktan, koperasi, pelaku usaha pengelola gudang, 
    badan ketahanan pangan, pengelola gudang dan lembaga keuangan/ perbankan.

 Perlu ketersedian anggaran biaya operasional pengelolaan,   perawatan  dan  
    angkutan  gudang.

 Harus ada target waktu dari bappebti untuk koperasi calon pengelola menjadi 
   pengelola gudang.
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Demokratisasi Pasar 
Berujung Inovasi & 
Pertumbuhan 

lasi terus berkembang seiring dengan 
waktu dan tujuan pertemuan perda-
gangan berjangka dalam beberapa 
beberapa dekade, akan tetapi pada ta-
hun 2008  sistem keuangan telah gagal 
dalam mengendalikan kondisi krisis 
keuangan, mengingat pasar swap yang 
pada dasarnya tidak diatur telah gagal 
memenuhi tujuan tersebut. 

Sebab itu, perlu perlu dipikirkan 
revitalisasi pasar yang didasarkan pada 
aspek-aspek tranparansi, kompetisi, dan 
integritas pasar untuk pasar berjangka 
dan pasar keuangan. Demokrasi pasar 
yang dilaksanakan selama ini telah me-
nyebabkan terjadinya inovasi dan per-
tumbuhan di pasar keuangan.

Dari catatan Penulis, seminar itu 
juga menggambarkan era perubahan be-
sar dalam rangka dimulainya reformasi 
terhadap pasar swap. Hal ini agar mem-
beri manfaat yang signifikan bagi ma-
syarakat, dan menjadikan peluang serta 
tantangan bagi peserta pasar berjangka 
dalam rangka memberi perlindungan 
kepada nasabah. 

Sebab itu, ada tiga kata kunci yang 
harus dipertimbangkan yang bisa di-
lakukan oleh Badan Pengawas dalam 
rangka menyelesaikan masalah tersebut 
di pasar swap. Yakni, kebutuhan akan 
pentingnya lembaga kliring, reformasi 
transparansi dan aplikasi teknologi lin-
tas batas. Selain itu, hal penting lainnya 
yang perlu dipertimbangkan sebagai 
masukan dari masyarakat adalah pen-
ingkatan perlindungan nasabah dan 
standar acuan dalam penentuan suku 
bunga.

Bencana alam sandy north-
stroms- yang melanda pan-
tai timur Amerika Serikat 
beberapa waktu lalu, mem-
beri  gambaran kepada kita 

betapa pentingnya penanggulangan 
bencana yang lebih cepat. Serta, kita 
pun harus berpikir kembali menghadapi 
bencana yang bakal menyusul di masa 
mendatang. Badai yang melanda pantai 
timur Amerika Serikat itu, juga meng-
ingatkan kita terhadap krisis keuangan 
yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Sebab 
itu kita harus memilih cara-cara yang 
tepat dan cepat untuk memberi perlind-
ungan kepada investor. 

Berkaitan dengan itu, guna mem-
beri perlindungan kepada investor per-
lunya kita mengambil langkah-langkah 
yang tepat yakni  kembali ke teori dasar. 
Bahwa peran pasar keuangan adalah 
untuk mengalokasikan harga seluruh 
investasi dan risiko atas perekonomian 
kita. Maka, kita pun perlu membuka ak-
ses pasar dan informasi, dan penetapan 
harga secara transparan yang bebas dari 
penipuan dan manipulasi.

Demikian antara lain diutarakan 
Chairman of The US Commodity Fu-
tures Trading Commission (CFTC), 
Garry Gensler, dalam pembukaan 
Seminar 28th Annual Futures & Op-
tion Expo, di Chicago, Amerika Serikat 
pada 28 Oktober - 02 November 2012, 
lalu. Dalam kesempatan itu, Bappebti di-
wakili Penulis dan KaBag. Pelanggaran 
Transaksi, Bappebti, Mualim Syuaib.

Lebih jauh dijabarkan Garry Gensler, 
meskipun kegiatan pasar dan regu-

Kolom

Pentingnya 
perlindungan konsumen, 

transparansi, 
kompetisi dan 

integrasi pasar 
bentuk inovasi serta 

perkembangan 
pasar berjangka.

Catatan; hasil seminar 28th 
Annual Futures & Option 
Expo, di Chicago, Amerika 
Serikat pada 28 Oktober - 02 
November 2012
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revitalisasi pasar yang didasarkan 
pada aspek-aspek tranparansi, kompetisi, 

dan integritas pasar untuk 
pasar berjangka dan pasar keuangan

“

“

Topik hangat lainnya yang diang-
kat pada pertemuan tahunan itu yakni, 
Moving Toward a New Customer Pro-
tection Regime- perubahan rezim per-
lindungan nasabah. Dengan pembicara 
Tim Doar (Managing Director & Chief 
Risk Officer, CME Group), Diana Kl-
emme (Vice President, Grain Service 
Corporation), Dan Roth (President & 
Chief Executive Officer, National Fu-
tures Association) dan Dale Spoljaric ( 
Vice President, Barclays Capital). 

Isu pokok yang dibicarakan yakni 
usulan dan inisiatif dari berbagai pi-
hak untuk membahas regulasi terkait 
perlindungan konsumen.  Hal itu men-
gacu pada fenomena kebangkrutan MF 
Global dan Peregrine, yang membuat 
pelaku industri, legislator, regulator dan 
kelompok pelanggan mencari berbagai 
cara untuk meningkatkan perlindungan 
dana nasabah.  

Di sesi lain, topik yang diangkat 
adalah Will Swaps Become More Fu-
turized?. Sebagai sistem swap yang ber-
hubungan dengan persyaratan Dodd-
Frank yang mulai berlaku, beberapa 
pelaku pasar sedang mempertimbang-
kan apakah akan lebih efisien untuk 
perdagangan berjangka digantikan 
dengan sistem swap. Pendekatan sep-
erti memiliki keuntungan dari keak-
raban operasional yang lebih besar, per-
syaratan margin yang lebih rendah, dan 
ketidakpastian regulasi berkurang. 

Tapi hal itu masih jauh dari pasti 
bahwa “swap futurized” sepenuhnya 
dapat memenuhi kebutuhan pengguna 
akhir lindung nilai, kini belum ada ke-
jelasan bahwa produk ini akan memiliki 
dukungan yang cukup dari dealer swap 
yang menyediakan sebagian besar li-
kuiditas di over-the-counter pasar saat 
ini . Panel ini memeriksa tren yang ada 

menuju “futurization” swap di sektor en-
ergi, kemudian mempertimbangkan pro 
dan kontra dari suatu tren di kelas aset 
lainnya.

Topik basahan lainnya, “Clearing 
Member Risk Management.” Pada sesi 
ini menghadirkan beberapa pembicara 
diantaranya William Cleary (Manag-
ing Director, Bank of America Merrill 
Lynch), Keith McMahon (Director, Risk 
Management-Americas, Newedge) dan 
Greg Wood (Director, Algorithmic Ex-
ecution, Listed Derivatives and Foreign 
Exchange, Deutsche Bank Securities). 

Sesi ini membahas bahwa CFTC 
mengabulkan perpanjangan delapan 
bulan bagi industri berjangka untuk 
menerapkan pengendalian risiko . Panel 
itu juga membahas bagaimana industri 
berencana untuk mengatasi aturan baru 
yang mengharuskan kliring FCMs un-
tuk menempatkan batas pada kontrol 
risiko untuk manajer aset.

Kesimpulan 

Pada dasarnya Seminar Futures 
and Option Expo 2012, yang 
diselenggarakan oleh Futures In-

dustry Association (FIA) tersebut mem-
berikan manfaat yang sangat besar bagi 
perkembangan industri perdagangan 
berjangka saat ini. Terutama  berkaitan 
dengan transaksi derivative dan swap. 
Dalam seminar tersebut selain memba-
has topik-topik penting terkait dengan 
kegiatan perdagangan berjangka, juga 
dihadiri para exhibitor yang memasang 
gerai/booth pameran sebanyak 145 
peserta baik Bursa, Pialang, Penyedia 
System dan pihak sponsor lainnya yang 
berasal dari seluruh dunia menghadiri 
event internasional ini.

Dalam Panel ahli clearinghouse 
membahas pelaksanaan kliring OTC, in-

dustri kesiapan untuk LSOC, menyeim-
bangkan tuntutan yang bertentangan 
dari sisi pembelian dan anggota kliring, 
dan produk yang berniat untuk mendaf-
tar di kliring.  Penjelasan yang men-
cakup standardisasi sistem dan proses 
pemilihan  tempat transaksi, dampak 
aturan perlindungan terhadap pelang-
gan atau pelaku baru dalam memberi-
kan integritas keuangan, dan tantangan 
paling signifikan adalah bagaiamana 
permasalahan yang mulai bermunculan 
yang harus segera ditangani, mengingat 
saat ini sumbangan krisis yang terjadi 
selama ini akibat kurangnya penga-
wasan terhadap transaksi yang terjadi di 
Over The Counter (OTC).

Hal-hal lain yang dibicarakan dalam 
seminar adalah mengenai usulan dan 
inisiatif dari berbagai pihak untuk me-
mabahas regulasi terkait perlindungan 
konsumen, “Moving Toward a New 
Customer Protection Regime”. Sejak 
kebangkrutan MF Global, kalangan in-
dustri, legislator, regulator dan kelom-
pok pelanggan telah mencari berbagai 
cara untuk meningkatkan perlindungan 
dana nasabah dalam penyelenggaraan 
perdagangan berjangka dan swap. Un-
tuk itu pada bulan November 2012 US 
Futures Commission Merchants and 
swaps clearinghouses mulai memperke-
nalkan bentuk perlindungan nasabah 
yang disebut dengan traditional futures 
segregated model, atau yang lebih dike-
nal dengan nama Legally Segregated 
Operational Commingled (LSOC). 
LSOC adalah bentuk perlindungan yang 
diberlakukan oleh US Futures Com-
mission dibawah ketentuan reformasi 
Dodd-Franks US LSOC dan hanya ber-
laku dibawah otoritas Amerika Serikat. 

Kolom
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Kiprah

Erwin Noviansyah 

Tidak mudah membuat janji 
untuk bertemu dengan tokoh 
kita yang satu ini. Dua kali 
disusun schedule untuk 
mewawancarainya, terpaksa 

batal karena ada pertemuan mendadak 
yang harus dihadiri. Maklum, posisinya 
cukup penting mewakili perusahaan yang 
dikomandoinya.  Tetapi pada schedule 
yang ketiga, Redaksi Buletin Kontrak 
Berjangka diterima Erwin Noviansyah, 
Direktur Utama PT ASKAP Futures di 
ruang kerjanya di bilangan Senayan, 
Jakarta Selatan.

Pukul 08.05 WIB, Redaksi  sudah 
ada di depan reception ASKAP, suasana 
kantor perusahaan pialang ini masih 
terlihat sepi. Tetapi sekitar tiga menit 
menunggu, Redaksi pun dipersilahkan 
memasuki ruangan dan menemui Erwin. 

“Maaf, janjian kita harus diundur 
dua kali. Dan hari ini pun, kita ketemu 
lebih pagi,” kata Erwin singkat sambil 
menjulurkan tangan untuk berjabatan. 

“Memang biasanya datang ke kantor 

lebih pagi pak?” tanya Redaksi. “Kalau 
tidak ada kegiatan di luar kantor, sebelum 
jam delapan pagi saya sudah ada di 
kantor,” tangkis Erwin.

Tidak mau membuang waktu 
mengingat kesibukan Erwin, Redaksi 
pun langsung melontarkan pertanyaan. 
Apa yang melatarbelakangi ASKAP 
menawarkan kontrak mini? Dijelaskan 
Erwin, “ASKAP adalah salah satu 
perusahaan pialang yang dulu pernah 
menawarkan kontrak mini. Saat itu cukup 
berhasil, karena itu ASKAP pernah di cap 
pialang spesialis kontrak mini.” 

“Itu cerita dulu. Tetapi kemudian 
regulator menarik kebijakan kontrak 
mini, karena berbagai alasan. Dan hal itu 
kewenangan Bappebti,” katanya. 

Memang tidak ada hubungannya 
yang jaman dulu dengan kontrak 
mini saat ini, tambah Erwin. Sebab, 
regulasinya berbeda. Di samping itu, 
tujuan dikeluarkannya kebijakan kontrak 
mini yang sekarang cukup jelas. Yakni, 
meredam maraknya broker ilegal baik 

dari dalam negeri maupun asing yang 
menawarkan produk-produk keuangan. 
Karena mereka menawarkan lewat media 
online, maka kontrak mini pun harus 
ditawarkan lewat online.

“Hal itu dilakukan untuk mengurangi 
interaksi langsung antara perusahaan 
pialang dengan investor. Jadi, investor 
mendaftar sebagai klien juga dilakukan 
dengan online,” jelas pria kelahiran 
Jakarta, 1975 ini.

Maka tantanganya bagi perusahaan 
pialang adalah mengedukasi masyarakat 
tentang produk-produk kontrak mini. 
Dan, sosialisasinya pun harus kencang, 
kata Erwin. “Sebab itu saya mengusulkan 
kepada bursa dan kliring, termasuk 
Bappebti, untuk secara bersama-sama 
melakukan sosialisasi kontrak mini. 
Kalau bagian sosialisasi ini dibebankan 
kepada perusahaan pialang, rasanya 
cukup berat. Apa lagi untuk menjangkau 
masyarakat ke seluruh tanah air. ”

“Kalau untuk mengedukasi 
masyarakat tentang konrak mini, 
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Kiprah
kami sudah siapkan beberapa strategi. 
Misalnya, di website ASKAP, kami 
siapkan video dan TV streaming yang 
menyajikan materi-materi kontrak 
mini. Sehingga masyarakat tidak mesti 
ke kantor ASKAP untuk memperoleh 
informasi,” papar Erwin, sambil 
mengarahkan telunjuknya menunjukan 
studio yang akan digunakan sebagai 
studio ASKAP TV. “Di ruangan itu 
nantinya semua kegiatan video atau TV 
streaming direkam.” 

Untuk bagian edukasi perdagangan 
berjangka itu, ASKAP menggandeng 
kalangan akademisi baik dalam 
menyusun modul maupun tenaga 
pengajar. “Kami harapankan juga dari 
kalangan akademisi muncul investor-
investor kontrak mini.” 

“Dari pengamatan kami, broker 
ilegal yang menawarkan produk-
produk keuangan lewat media online, 
sasarannya adalah  kalangan anak muda 
atau mahasiswa. Bisa dimaklumi, karena 
dikalangan usia itulah yang umumnya 
mengakses media online. Dan saya secara 
tegas mengatakan, segmen mahasiswa 
adalah sasaran ASKAP untuk kontrak 
mini.”

“Ada beberapa alasan mengapa 
memilih segmen mahasiswa. Pertama, 
mereka yang lebih familiyer dengan 
media online. Kedua, ini adalah 
bagian investasi jangka panjang yang 
memperkenalkan industri perdagangan 
berjangka komoditi,” kata Erwin 
diplomatis. 

“Karena itu saya juga sangat berharap 
program ini berhasil. Sebab jika berhasil, 
lambat laun bisa kita arahkan mereka 
untuk kontrak-kontrak multilateral. 
Tetapi tentunya bursa juga menyediakan 
kontrak mini multilateal.”

“Kalau kontrak multilateral bisa di- 
just spesifikasinya menjadi kontrak mini, 

saya yakin target transaksi multilateral 
sebesar 30 % bisa dicapai dalam waktu 
singkat,” tegas Erwin.

Maka dari itu, kata Erwin lebih jauh, 
kita berharap Satgas Waspada Investasi 
dan Kemenkoinfo bisa lebih menggigit 
dalam menindak broker-broker asing 
yang menawarkan produknya lewat 
media online. 

Namun menurut Erwin, “bagi kami 
di ASKAP, kontrak mini sifatnya masih 
penjajakan. Sebab masih banyak yang 
harus dibenahi. Karena itu kontribusi 
pendapatan dari kontrak mini bagi 
perusahaan belum bisa ditargetkan. 
Malah saya pikir, kami akan banyak 
habis biaya di bidang edukasinya. Tidak 
apa-apa, itu adalah bagian dari investasi 
dan kontribusi perusahaan terhadap 
masyarakat. Karena saya yakin, kelak 
akan ada hasilnya.”

Berbicara dari sisi pribadi Erwin 
Noviansyah, ayah dari empat anak ini 
sedikit malu-malu. Namun pada akhirnya 
terbuka juga. 

“Sejujurnya saya tidak malu. Malah 
saya bangga. Sebab, latar belakang 
pendidikan dan karier saya tidak ada 
berhubungan dengan industri ini,” kata 
Erwin bersemangat.

Bayangkan, saya tamat dari STM 
6, Kramat Raya, Jakarta Pusat. Setelah 
tamat, karena sulit mencari kerja dua 
tahun saya menganggur. Tetapi kemudian 
bekerja di salah satu perusahaan otomotif 
sebagai sales. “Jadi saya ini banyak belajar 
dan besar di lapangan. Menghadapi 
banyak tantangan dan berbagai latar 
belakang orang.”

“Bapak saya asli Betawi, dari Tanah 
Abang. Maka rumah orang tua kami di 
Tanah Abang. Sedangkan ibu saya dari 
Bengkulu. Jadi saya ini keturunan betalu- 
Betawi-Bengkulu,” selorohnya. 

“Sambil bekerja di perusahaan 

otomotif itu, saya kuliah di salah 
satu akademi management hingga 
memperoleh ijasah D3 pada tahun 2000,” 
kisah Erwin. 

Selama 10 tahun saya bekerja di 
perusahaan otomotif itu, saya melamar 
dan diterima di salah satu bank nasional. 
“Dari bank inilah saya mengenal industri 
perdagangan berjangka komoditi.” 

Tahun 2004, saya bergabung di salah 
satu perusahaan pialang berjangka. 
“Selama berkecimpung diindustri 
ini, kenal ‘lah saya dengan salah satu 
pemegang saham ASKAP. Kemudian saya 
ditarik dan di suruh menangani beberapa 
bisnisnya. Tetapi saya tetap ada diindustri 
ini, untuk belajar dan memperdalam 
pengetahuan.” 

Tahun 2011, lalu, pemegang 
saham menunjuk saya mengendalikan 
perusahaan ini sebagai direktur utama. 
“Karena saya anggap kepercayaan itu 
adalah amanah, maka dengan tekad bulat 
saya terima tawaran dari para pemegang 
saham itu,” kisah Erwin. 

Lantas, apakah obsesi Erwin sudah 
tercapai hingga menduduki jabatan 
direktur utama?

“Kalau Tuhan menghendaki, obsesi 
saya pingin membuat sebuah perusahaan 
holding yang membidangi perusahaan 
pertambangan, perkebunan dan lembaga 
keuangan. Kemudian perusahaan holding 
itu diarahkan masuk bisnis perdagangan 
berjangka komoditi,”harapnya.

Sebagai direktur utama perusahaan 
pialang berjangka, agaknya Erwin 
juga memilih hobi yang sesuai dengan 
jabatannya. 

“Jujur, saya ini pencinta sepak bola. 
Karena saya anak kampung. Tetapi karena 
usia tidak memungkinkan lagi main 
sepak bola, maka saya beralih ke futsal, 
‘toh sama saja main sepak bola. Yang 
jadi masalah kalau kita mau main futsal, 
kekurangan orang. Akhirnya saya tarik 
diri dari futsal, dan sekarang bermain 
golf.”

“Lagi-lagi, di golf saya bertemu 
dengan banyak orang. Dan, saya 
mencoba memperkenalkan industri ini. 
Mereka cukup berminat, terutama pada 
produk-produk tambang. Apa lagi tahun 
2014, kebijakan pemerintah membatasi 
ekspor komoditi tambang, mereka sangat 
berkepentingan adanya bursa berjangka 
yang menjamin harga dan ketersediaan 
komoditi,” tandas Erwin. 

Tanpa terasa, jam dinding 
menunjukan pukul 09.45 WIB, ponsel 
Erwin pun sudah berkali-kali berbunyi 
dihubungi berbagai koleganya. Maka, 
Redaksi pun menutup pembicaraan. 
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- Pelajari latar belakang 
perusahaan yang menawar-

kan anda bertransaksi
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jangka komoditi yang 

diperdagangkan
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